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TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

Menimbang

Mengingat

.oa.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kepada
DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh
Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan
setelah tahun anggaran berakhir;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a,perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran
2016;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah,
Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di
Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun
2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007
Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun
2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung
Timur Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Belitung Timur Nomor 33);



13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun
2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten
Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 45);

14. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 57 Tahun 2015
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Belitung
Timur Tahun 2016 Nomor 57);

15. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 21 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun
2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten
Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 21);

16. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 37 Tahun 2016
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah
Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 37);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
dan

BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan
memuat:

Laporan Realisasi Anggaran;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Neraca;

Laporan Operasional,

Laporan Arus Kas;

Laporan Perubahan Ekuitas; dan

Catatan atas laporan keuangan.

@me a0 T

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri
dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha
milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf a, Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:



Pendapatan Rp 754.649.989.634,95
Belanja dan Transfer Rp 832.040.979.351,83
Defisit Rp (77.390.989.716,88)

Pembiayaan
1. Penerimaan Rp 120.476.377.554,28
2. Pengeluaran Rp 1.000.000.000,00
Pembiayaan Netto Rp 119.476.377.554,28
Pasal 3

Uraian laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
adalah sebagai berikut:

a.

selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah

Rp (26.172.741.150,01) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 780.822.730.784,96

2. Realisasi Rp 754.649.989.634,95
Selisih Rp (26.172.741.150,01)

selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah
Rp (68.606.311.769,14) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran belanja setelah perubahan Rp 900.647.291.120,97
2. realisasi Rp 832.040.979.351,83
Selisih Rp (68.606.311.769,14)

selisih  anggaran  dengan  realisasi  surplus/defisit sejumlah
Rp (42.433.570.619,13) dengan rincian sebagai berikut:

1. (defisit) setelah perubahan Rp (119.824.560.336,01)
2. realisasi Rp (77.390.989.716,88)
Selisih Rp (42.433.570.619,13)

selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah
Rp (353.158.347,00) dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan
Rp 120.829.535.901,28
2. realisasi Rp 120.476.377.554,28
Selisih Rp (353.158.347,00)

selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah
Rp (4.975.565,27) dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan
Rp 1.004.975.565,27
2. realisasi Rp 1.000.000.000,00
Selisih Rp (4.975.565,27)

selisih anggaran dengan realiasi pembiayaan netto sejumlah

Rp (348.182.781,73) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pembiayaan neto setelah perubahan Rp 119.824.560.336,01

2. realisasi Rp 119.476.377.554,28
Selisih Rp (348.182.781,73)




Pasal 4

Laporan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf
b, per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut:

a. saldo anggaran lebih awal Rp 117.129.535.901,28

b. penggunaan saldo tahun berjalan Rp 117.129.535.901,28

c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran Rp 42.085.387.837,40

d. jumlah saldo anggaran lebih akhir Rp 42.085.387.837,40
Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, per 31 Desember
Tahun 2016 sebagai berikut:

a. jumlah aset Rp 1.472.276.145.996,92

b. jumlah kewajiban Rp 5.116.417.434,01

c. jumlah ekuitas Rp 1.467.159.728.562,91
Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d, per 31
Desember Tahun 2016 sebagai berikut:

a. jumlah pendapatan Rp 814.387.707.667,06

b. jumlah beban Rp 726.520.903.058,73

c. surplus/defisit dari kegiatan non operasional Rp 675.401.600,00

d. surplus/defisit dari pos luar biasa Rp (2.850.000,00)

e. surplus/defisit LO Rp 88.539.356.208,33
Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e,untuk
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut:

a. saldo kas awal per 1 Januari 2016 Rp 114.400.803.910,55
b. arus kas dari aktivitas operasi Rp 126.306.604.617,60
c. arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan Rp (210.811.412.667,33)
d. arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp 2.347.444.759,00
e. arus kas bersih aktivitas anggaran Rp (82.157.363.290,73)
f. arus kas dari aktivitas non anggaran Rp 0,00
g. saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2016 Rp 42.086.944.629,67

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f,
per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut:

a. ekuitas awal Rp 1.386.269.115.922,62

b. surplus/defisit LO Rp 88.539.356.208,33

c. koreksi ekuitas lainnya Rp (7.648.743.568,04)

d. jumlah ekuitas akhir Rp 1.467.159.728.562,91
Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g,
Tahun Anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun
kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.



Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri
dari:

a.

I

Lampiran

Lampiran

Lampiran

Lampiran

Lampiran

Lampiran
Lampiran

Lampiran

Lampiran

Lampiran

Lampiran
Lampiran

Lampiran
Lampiran
Lampiran

Lampiran V
Lampiran VI

I
I.1

I.2

1.3

[.4

1.5
1.6
1.7

1.8

1.9

1.10:
I.11:

I
III
IV

Lampiran VII
Lampiran VIII

: Laporan Realisasi Anggaran

: Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan

pemerintah daerah dan organisasi;

Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan
pemerintah daerah organisasi, pendapatan, belanja
dan pembiayaan;

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah
menurut urusan pemerintah daerah, organisasi,
program, dan kegiatan;

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk
keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah
daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan
keuangan negara;

Daftar piutang daerah;

: Daftar penyertaan Modal (investasi) daerah;

Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset
tetap daerah;

Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset
lainnya;

Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan
sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam
tahun anggaran berikutnya;

Daftar dana cadangan daerah; dan

Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

: Neraca;

: Laporan Arus Kas;

: Laporan Operasional;

: Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

: Laporan Perubahan Ekuitas;

: Catatan atas laporan keuangan; dan

: Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 11

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2)
terdiri dari:
laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian
yang terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan

ikhtisar laporan keuangan badan wusaha milik daerah/perusahaan
daerah tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

a.

b.



Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2016 diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 29 Agustus 2017

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH THZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 29 Agustus 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd
EVI NARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd
DANIAL, SH

Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19700610 199903 1 006

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR, PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (5.8/2017)






